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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Good Governance dalam pengelolaan keuangan 

desa Keban Agung 1. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Good Governance dalam pengelolaan keuangan 

desa Keban Agung 1. Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif yaitu dengan cara mendiskripsikan 

karakteristik dan narasumber, membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber serta 

membandingkan teori dengan praktik yang diperoleh dari observasi yang diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 9 prinsip Good Governance terdapat 6 prinsip sudah 

dilaksanakan yaitu partisipasi masyarakat, responsiveness (daya tanggap), berorientasi terhadap konsensus, 

keadilan, efektif dan efesien dan visi strategik sementara 3 prinsip lainnya sudah diterapkan namun belum 

sepenuhnya antara lain kepastian hukum, transparasi, dan akuntabilitas. 

Kata Kunci: Good Governance dan Pengelolaan Keuangan. 

 

ABSTRACK 

The study discusses about how Good Governance in the financial management of Keban Agung 1 village. The 

aim is to find out how good governance is in the financial management of Keban Agung 1 village. This study 

includes descriptive research, namely by describing the characteristics and interviewees, comparing theory whit 

the information obtained from observations which is ended by conclusions. The results of this study indicate that 

from 9 principles of good governance, there are 6 principles that have been implemented, namely community 

participation, responsiveness (responsiveness), consensus-oriented, justice, effective and efficient and strategic 

vision. Meanwhile, the 3 other principles have been implemented but incompetly yet, including legal certainty, 

transparency and accountability. 

Keyword: Good Governance and financial management. 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri dari banyak pulau, suku, 

budaya dan bahasa. Indonesia juga negara yang menggunakan sistem demokrasi 

desentralisasi, dimana pemerintahan dijalankan masing-masing daerah yang dikepalai oleh 

kepala daerah yaitu Gubernur, dan didalam daerah tersebut juga dibagi lagi dari Bupati/ 

Walikota hingga yang terkecil yaitu kepala desa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal- usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Word Bank dan United Nation Development Public (UNDP) dalam Dadang 

Suwanda (2019: 62) Good Governance didefinisikan sebagai suatu penyelenggaran 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan pasar yang efesien. Karena dalam pemerintahan terutama dalam pengelolaan 

keuangan negara, daerah hingga yang terkecil yaitu keuangan desa, terkadang pemerintah 
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secara sengaja ataupun tidak sengaja yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan itu 

terdapat hal yang mengandung korupsi yang mengakibatkan kerugian pada negara, yang 

mana kasus ini bisa terjadi karna kurangnya memahami prosedur dalam pengelolaan 

keuangan negara atau daerah . 

Desa Keban Agung 1 adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Kedurang 

Kabupaten Bengkulu Selatan yang menerima Anggaran Dana Desa dari pemerintah, yang 

dilakukan dengan tujuan untuk merataka pembangunan negara melalui sektor pedesaan. 

Sebagaimana fungsinya anggaran dana desa digunakan untuk mensejahtrakan masyrakat 

desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan 

peningkatan pendapatan asli desa. Dalam pengelolaan anggaran dana desa selama ini di desa 

Keban Agung 1 masih kurang dalam menerapkan aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan 

desa. Contohnya aspek transparasi, pada tahun 2020 telah terjadi perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang mana perubahan tersebut tidak disosialisasikan lagi 

kepada masyarakat yang seharusnya disosilaisasikan kepada masyarakat. Aspek akuntabilitas 

yang mana pada aspek akuntabilitas ini pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan 

pengeloaan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Pada 

desa Keban Agung 1 ini masih kurang dalam penerapan prinsip akuntabilitas. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyrakat 

hukum yang memilik batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Konsep otonomi desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai 

adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan 

dinamika kehidupan dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa 

intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak 

dikurangi. Sedangkan sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi murni, Artinya 

keberadaan otonomi desa merupakan suatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada, 

dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara. 

Hal tersebut berarti bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom 

dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga sama dengan yang diterima oleh desa, 

artinya otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyrakat 

desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat 

mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi dangan 

pihak luar, berdasarkan dengan wewenang yang dimikinya dengan bersandar pada peraturan 

yang berlaku. 

1. Pengertian Keuangan Desa 

Menurut Nurcholis dalam Joko Hadi Sosilo (2019: 27), Keuangan Desa adalah semua 

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segalah berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa 

berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran 

pendapatan belanja negara sehingga penyelenggaraan semua urusan pemerintah desa 

yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes dengan adanya bantuan dari 

pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai oleh APBD. 
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2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan

 Keuanga Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupaka 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

 

3. Pengertian Good Governance 

Menurut World Bank dan United Nation Devolment Program (UNDP) dalam 

Mardiasmo (2020: 23-24), Good Governance adalah suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, yang bertujuan untuk menghindari adanya 

salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara 

administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

 

3. Metodologi Penelitian 

 

Jenis Penelitian 

jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

diskriptif, yaitu mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya 

Data Yang Diperlukan 

Jenis data yang dilakukan adalah data kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka, melaikan data tersebut berasal dari naskah wawancara dan dokomen 

resmi lainnya. 

Metode Pengumpulan Data 

Penlitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara kepada 

Kepala desa, sekretaris, bendahara, badan permusyawaratan desa dan masyrakat umum. 

Dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, rencana 

pembangunan jangka menengah desa dan daftra hadir musrenbangdes 

Analisis Data dan Teknik Analisis Data 

1. Anlisis Data 

analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, 

yaitu analisis yang menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari 

suatu sampel. 

2. Teknik Analisis 

teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif, 

karena peneliti menganalisis data dengan mendiskripsikan atau menggambarakan 

data-data yang sudah ada dikumpulkan. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Partisipasi Masyarakat. Didesa Keban Agung 1 masyarakanya sudah cukup aktif dalam 

keikutsertaan pengelolaan keuangan desa, karena berdasarkan observasi setiap kegiatan yang 

ada didesa itu masyarakat yang hadir sudah cukup banyak atau mewakili setiap bagian seperti 

ketua adat, kelompok tani, pengurus masjid, ibu-ibu PKK dan karang taruna itu sudah hadir 

dalam setiap kegiatan musyawarah didesa Keban Agung 1. Masyarakat dalam pengelolaan 
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keuangan desa hanya terlibat sebatas perencanaan saja untuk tahap yang selanjutnya 

masyarakat belum terlibat. Pembangunan yang dilaksanakan didesa Keban Agung 1 seperti 

pembangunan badan jalan, siring perairan sawah, jembatan siring dan lain-lain itu yang 

pekerjanya dilakukan oleh masyarakat desa Keban Agung 1 itu sendiri sehingga selain 

pembangunan selesai masyarakat juga mendapatkan pekerjaan. Kepala desa juga mengatakan 

bahwa masyarakat desa Keban Agung 1 sudah berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan 

keuangan desa dimulai dari musyawarah dusun sampai dengan Musrenbangdes yang 

dilakukan pada tahun sebelum anggaran, masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan 

aspirasi dalam kegiatan Musrenbangdes. Kegiatan tersebut juga dihadir oleh ketua adat, ibu-

ibu PKK, Karang Taruna, kelompok tani dan masyarakat desa Keban Agung1. 

1. Kepastian Hukum. 

Pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai prosedur 

yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, akan tetapi pada saat 

melakukan wawancara kepada kepala desa, bahwasanya pemerintah desa dalam pengelolaan 

keuangan desa masih belum sepenuhnya melaksanakan prosedur dalam pengelolaan 

keuangan desa dikarenakan oleh sumber daya manusia dan keadaan teknologi didesa Keban 

Agung 1 masih belum memadai. Adapun yang dilakukan pemerintah desa adalah 

pemerintah desa melaksanakan kegiatan musrenbangdes dan melakukan pembuatan laporan 

pertanggungjwaban selama kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. bendahara 

desa juga sudah melakukan pencatatan pembukuan dalam pengelolaan keuangan desa seperti 

buku pembantu kas, buku kas umum, buku pembantu bank, laporan APBDes dan laporan 

realisasi pelaksanaan, yang itu semua bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

keuangan desa dalam penatausahaan keuangan desa yang nantinya akan dilaporkan kepada 

pemerintah pusat. 

2. Transparansi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya pemerintah desa 

dalam pengelolaan keuangan desa. pemerintah sudah memasang baliho didepan kantor desa 

yang berisi informasi tentang laporan APBDes tahun berjalan. Pemerintah desa akan 

melaksanakan rapat bersama ketua BPD ketika akan dilakukan pembangunan didesa Keban 

Agung 1. Dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 seharusnya terdapat 

perubahan anggaran pendapatan belanja desa, yang seharusnya pemerintah desa 

menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparasi pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. pada desa Keban Agung 1 pemerintah desa 

tidak menyampaikan kepada masyarakat, seharusnya jika tidak disampaikan kepada 

masyarakat secara langsung pemerintah desa harus menyampaikan kepada ketua BPD selaku 

perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat secara langsung. 

3. Responsiveness 

Pada desa Keban Agung 1 masih belum mempunyai sarana prasarana untuk 

menyampaikan aspirasi seperti kotak saran, website layanan pengaduan dan sebagainya yang 

bisa digunakan bagi masyarakat untuk memberikan saran dan kritik kepada pemerintah desa 

khususnya dalam pengelolaan keuangan desa Keban Agung 1, namun didesa Keban Agung1 

terdapat BPD sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari 

prinsip-prinsip Good Governance di desa Keban Agung 1 telah dilaksanakan akan tetapi 
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belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena dari kesembilan prinsip tersebut dari 

partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparasi, responsiveness, berorientasi terhadap 

konsensus, keadilan, efektif dan efesiensi, akuntabilitas dan visi strategi masih ada yang 

belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparasi dan 

prinsip akuntabilitas. Prinsip kepastian hukum belum baik karena belum terlaksananya 

prosedur pengelolaan keuangan desa pada bagian pertanggungjawaban, akuntabilitas masih 

belum baik karena pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, pemerintah 

desa seharusnya menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil laporan realisasi 

pelaksanaan baik itu melalui media tertulis ataupun media lain yang mudah diakses oleh 

masyarakat umum khususnya masyrakat desa Keban Agung 1, pemerintah desa juga belum 

sepenuhnya transparan kepada Ketua BPD selaku perwakilan dari masyrakat, contohnya 

untuk tahun 2020 sampai akhir tahun ketua BPD belum tahu tentang perubahan APBDes 

yang terjadi didesa Keban Agung 1, itu menunjukan bahwa pemerintah desa belum 

sepenuhnya transparan dalam pengelolaan keuangan desa Keban Agung 1. 
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